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PENETAPAN
Nomor 324/Pdt.G/2018/PA.TSe
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 08 Desember 1985, agama Islam,

pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat

kediaman di Jl., Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan, Kalimantan Utara, sebagai Pemohon;--------------------
melawan
TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 24 April 1983, agama Islam,
pekerjaan Buruh TKBM, pendidikan SLTA, tempat kediaman

JI., Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,

Kalimantan Utara, sebagai Termohon,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; ----------

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;--

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2018

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 324/Pdt.G/2018/PA.TSe,
tanggal 28 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-
1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten

Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor
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40/30/VI11/2007, tertanggal 20 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA

Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat JI. Merak RT. 11 RW. 04 Selimau | Kelurahan
Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,

Kalimantan Utara;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

tiga orang anak yaitu :

a. anak , umur 10 tahun;
b. ANAK, umur 8 tahun;
c. ANAK , umur 5 tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan

rukun dan baik, tetapi sejak April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat
sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan
Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; ------
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan
oleh karena Tergugat dengan Penggugat sering berbeda berbeda pendapat

yang mengakibatkan cekcok terus menerus;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada 4 September 2018 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah
ranjang dan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenubhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi :
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Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;
Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan

gugatannya, dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan

jawaban;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para
pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo.Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan

pencabutan gugatan dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat
mengajukan jawabannya, sehingga tidak perlu mendengarkan persetujuan

Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Ry,

permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan; -------------------
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut
gugatannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat
yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----------=-=-=-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
324/Pdt.G/2018/PA.TSe dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara;

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini ksejumlah Rp456.000,00 (empat ratus

lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra
Kusuma, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.l., M. Pd. dan
Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota | Ketua Majelis

T.td Meterai/T.t.d

Basarudin, S.H.l., M. Pd. Arwin Indra Kusuma, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota I
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T.td

Mohammad llhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

T.td

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp30.000,00

2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp400.000,00
4. Redaksi Rp5.000,00
5. Meterai Rp6.000,00

Jumlah Rp461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan  putusan diberikan  kepada
Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut
belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, ........cccecveeueneen.

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 197310131999031001
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